
JURNAL LENTERA AKUNTANSI   Vol. 3 No. 2, November 2018 

71 
 

MEKANISME PENGHITUNGAN, PELAPORAN, 

DAN PENYETORAN PAJAK PARKIR TAHUN 2017 

MENURUT PERATURAN DAERAH 

PADA PT. PRADANA ENERGI GEMILANG 

 

 
Oleh : 

Yopi Ratna Dewanti 

 

Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Jakarta 

Gedung sentra Kramat Jl. Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat 10450 

Telp. 021 – 31904598 Fax. 021 – 31904599 
 

Email: yopyrdewanti@yahoo.co.id 

 

Abstrak 

 

PT. Pradana Energi Gemilang didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 6 Juli 2015 oleh 

Notaris Indra Junardi, SE. SH. M.Kn di Jakarta. Sampai saat ini PT. Pradana Energi 

Gemilang bertekad untuk tetap menjadi perusahaan yang senantiasa mengedepankan 

kualitas dan nilai pelayanan melalui kejujuran, sikap proaktif, keramahan dan 

pengembangan diri serta terus menerus mengupayakan tindakan perbaikan disegala 

bidang. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan terutama di sektor 

Ekonomi & Bisnis, PT. Pradana Energi Gemilang berkeinginan untuk turut serta sebagai 

pelaku bisnis didalamnya, sekaligus bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan 

menciptakan bisnis yang berdaya guna dan berhasil bagi kita semua, salah satunya adalah 

bidang usaha pengelelolaan bisnis parkir. Target dari PT. Pradana Energi Gemilang adalah 

dengan menciptakan keamanan dan kenyamanan sebagai perwujudan kepuasan pelanggan. 

Dengan me-manajemenisasi operasional keseluruhan secara profesional dan teratur.           

Pajak parkir merupakan pajak yang memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan 

kemampuan keuangan daerah. Dalam pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

PT. Pradana Energi Gemilang sebagai Wajib Pajak Pajak Parkir sudah melaksanakan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.                   

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan                   

Nomor 64 Tahun 2011 sebagai aturan pelaksanaannya. 

 
Kata Kunci: Pajak Parkir, Pajak Daerah 
 

Abstract 

 

PT. Pradana Energi Gemilang was established based on Deed No. 16 dated July 6, 2015 

by Notary Indra Junardi, SE. SH. M.Kn in Jakarta. Until now, PT. Pradana Energi 

Gemilang is determined to remain a company that always prioritizes service quality and 

value through honesty, proactive attitude, friendliness and self-development and 

continuously strives for corrective actions in all fields. With the rapid growth and 

development especially in the Economy & Business sector, PT. Pradana Energi Gemilang 

is keen to participate as a businessman in it, as well as aiming to create jobs and create 

efficient and successful business for all of us, one of which is the business sector of parking 
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management. Target of PT. Pradana Energi Gemilang is by creating security and comfort 

as a manifestation of customer satisfaction. By managing the overall operational 

professionally and regularly. Parking tax is a tax that has a positive contribution to 

improving regional financial capacity. This observation aims to find out whether                

PT. Pradana Energi Gemilang as a Parking Tax Taxpayer has implemented his tax 

obligations in accordance with the applicable tax regulations. Law Number 28 of 2009 

and South Tangerang Mayor Regulation Number 64 of 2011 as the implementation rules. 

 
Keywords: Parking Tax, Regional Tax. 

 

  

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

 Pesatnya perkembangan teknologi 

informasi, komunikasi, dan transportasi 

dalam kehidupan manusia di segala 

bidang, khususnya bidang ekonomi dan 

perdagangan merupakan tanda-tanda 

bahwa semakin mengglobalnya dunia. 

Pemerintah Indonesia yang 

memahami hal tersebut telah mengambil 

keputusan untuk memberikan otonomi 

daerah yaitu dimana pemerintah daerah 

dapat mengatur daerahnya masing-

masing. Keputusan yang diambil 

bertujuan agar pemerintah daerah dapat 

lebih memajukan daerahnya, pemerintah 

pusat memberikan subsidi untuk 

pembangunan pemerintah daerah. 

Subsidi ini diberikan berdasarkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang sumber utamanya 

didapatkan dari pajak. Pajak bermanfaat 

sekali bagi pambangunan nasional dan 

pembangunan daerah. Hasil pungutan 

pajak tidak saja berfungsi sebagai sumber 

dana dari pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran Negara 

melainkan juga sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi. 

Pembiayaan memerlukan dana 

yang cukup besar sebagai syarat agar 

pembangunan dapat berhasil. dengan 

pengolahan dana yang baik maka semua 

sektor pendapatan Negara dapat 

dioptimalkan untuk mewujudkan 

kelangsungan pembangunan nasional 

yang bertujuan untuk mensejahterakan 

rakyat Indonesia.Peran pemerintah 

daerah juga sangat diperlukan guna 

mengetahui dana yang diperlukan untuk 

meningkatkan pembangunan daerahnya 

karena pemerintah daerahlah yang lebih 

mengetahui kondisi daerahnya. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 

28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah perubahan atas 

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, 

tentang pajak daerah dan kontibusi 

daerah sebagai penyesuaian dan 

penyempurnaan, Undang-Undang No. 18 

tahun 1997, tentang pajak daerah dan 

kontribusi daerah berhubungan dengan 

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 

tentang Pemerintah daerah menyebutkan 

bahwa Pemerintah daerah diberi 

kebebasan dalam merancang dan 

melaksanakan Anggaran Perencanaan 

dan Belanja Daerah, pemerintah daerah 

juga diberi kebebasan untuk menggali 

sumber-sumber keuangan daerah. 

Dana yang dimiliki harus 

digunakan seefisien mungkin bermanfaat 

bagi masyarakat luas. Salah satu cara 

yang ditempuh adalah dengan 

meningkatkan pendapatan asli daerah 

yang bersumber dari pajak daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, dan hasil 

pengelolaan kekayaan milik daerah yang 

dipisahkan. Pemerintah pusat dalam 

pemungutan pajak daerah hanya berperan 

untuk menjaga dan mengawasi. Hal ini 

berdasarkan undang-undang otonomi 

daerah dan pajak daerah yang berasal 
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dari Negara yang berdasarkan undang-

undang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Penerimaan daerah salah satunya adalah 

dari pajak parkir. Pajak parkir diharapkan 

dapat memiliki peranan yang berarti 

dalam pembiayaan pembangunan daerah. 

Sebagaimana diketahui bahwa parkir 

adalah jenis usaha penjualan jasa 

pelayanan yang mempunyai 

keterkaitansaling menunjang dengan 

dunia perdagangan.Parkir pada saat ini 

sangatlah diperlukan kerena selain untuk 

menjaga keamanan kendaraan parkir juga 

menjadikan keteraturan dan kenyamanan 

suatu tempat. 

 

RUMUSAN MASALAH 

 

1. Bagaimana Mekanisme 

Penghitungan, Pelaporan dan 

Penyetoran Pajak Parkir tahun 2017 

pada PT Pradana Energi Gemilang? 

2. Apakah mekanisme Penghitungan, 

Pelaporan dan Penyetoran Pajak 

Parkir tahun 2017 pada PT Pradana 

Energi Gemilang sudah sesuai 

dengan Peraturan Daerah yang 

berlaku? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

 

1. Untuk mengetahui bagaimana 

Mekanisme Penghitungan, Pelaporan 

dan Penyetoran Pajak tahun 2017 

pada PT. Pradana Energi Gemilang. 

2. Untuk mengetahui Apakah 

Mekanisme Penghitungan, Pelaporan 

dan Penyetoran Pajak Parkir tahun 

2017 pada PT. Pradana Energi 

Gemilang telah sesuai dengan 

Peraturan Daerah yang berlaku. 

 

LANDASAN TEORI 

 

Pajak 

Pajak adalah iuran kepada 

Negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan, dengan 

tidak mendapat kontraprestasi yang 

langsung ditunjuk, dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan 

tugas Negara yang menyelenggarakan 

pemerintahan. Menurut Rochmat 

Soemitro (2014:1) memberikan 

penjelasan bahwa : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas Negara berdasarkan Undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum”. 

 

Fungsi Pajak 

Menurut Mulyo Agung (2011:5) 

mengungkapkan, fungsi pajak dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu : 

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

b. Fungsi Mengatur (Reguler) 

 

Pengelompokan Pajak 

Menurut Siti Resmi (2014:11) 

mengungkapkan bahwa, jenis pajak 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu 

pengelompokkan menurut  golongan, 

menurut sifat dan menurut lembaga 

pemungutnya. 

 

Menurut Golongan 

a.  Pajak Langsung  

b. Pajak Tidak Langsung 

  

Menurut Sifat 

Menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) : 

a. Pajak Subyektif  

b. Pajak Obyektif  

 

Menurut Lembaga Pemungutnya 

Menurut lembaga pemungutnya 

dibagi menjadi 2 (dua) : 

a. Pajak Pusat  

b. Pajak Daerah  
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Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mulyo Agung (2011:14) 

mengungkapkan bahwa system 

pemungutan  pajak dapat dibagi 

menjadi 3 (tiga) yaitu: 

 

1. Official Assessment System 

 Sistem ini merupakan system 

pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada Pemerintah (Fiskus) 

untuk  menentukan besarnya pajak yang 

terutang. Contoh : PBB 

Ciri-ciri Official Assessment System : 

1) Wewenang untuk menentukan 

besarnya pajak terutang berada pada 

Fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah 

dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak 

oleh  Fiskus. 

 

2. Self Assessment System 

Adalah suatu system pemungutan 

pajak yang memberikan wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada 

Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. 

Contoh : PPh. 

Ciri-ciri Self Assessment System : 

1) Wewenang untuk menentukan 

besarnya pajak terutang berada 

 pada Wajib Pajak 

2) Wajib Pajak bersifat aktif 

3) Utang pajak timbul setelah dilakukan 

perhitungan  

4) Wajib Pajak wajib membayar dan 

melaporkan pajaknya sendiri di 

Kantor Pelayanan Pajak yang telah 

ditetapkan. 

 

3. Withholding Tax System 

Adalah suatu system pemungutan 

pajak yang memberikan wewenang 

kepada  pihak ketiga untuk 

memotong atau memungut besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Contoh : Bank memotong pajak atas 

bunga tabungan/Deposito. 

 

PAJAK DAERAH 

 

Pengertian Pajak Daerah 
Menurut Mardiasmo (2018:14), 

Beberapa pengertian atau istilah yang 

terkait dengan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, antara lain : 

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut 

daerah adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur 

dan mengurus urusan pemerintah 

dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disebut pajak adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

3. Badan, yaitu sekumpulan orang dan 

atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha, meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun, seperti firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial 

politik atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap. 
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4. Subjek Pajak, yaitu orang pribadi 

atau badan yang dapat dikenakan 

pajak. 

5. Wajib Pajak,yaitu orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan memungut 

pajak yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

 

Dasar Hukum Pajak Daerah 
Adapun dasar hukum pelaksanaan 

pemungutan Pajak Parkir di Kota 

Tangerang Selatan adalah sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

2. Peraturan Daerah kota Tangerang 

Selatan No. 7 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah 

3. Peraturan Wali Kota Tangerang 

SelatanSelatan Nomor 64 Tahun 

2011 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Pajak Daerah                                            

Non PPB dan BPHTB. 

 

Ciri – Ciri Pajak Daerah 

Adapun Ciri Pajak Daerah Menurut 

Siti Kurnia (2017:50), adalah sebagai 

berikut : 

1. Pajak Daerah berasal dari pajak asli 

daerah maupun pajak pusat yang 

diserahkan kepada daerah sebagai 

pajak daerah. 

2. Pajak daerah dipungut oleh daerah 

hanya di wilayah administrasi yang 

dikuasainya. 

3. Pajak daerah digunakan untuk 

membiayai urusan rumah tangga 

daerah dan atau untuk membiayai 

pengeluaran daerah. 

4. Dipungut oleh daerah berdasarkan 

Peraturan Daerah (Perda), sehingga 

pajak daerah bersifat memaksa dan 

dapat dipaksakan kepada masyarakat 

yang wajib membayar. 

 

Tarif Pajak Daerah 

Menurut Mardiasmo (2018:16), 

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah 

adalah sebagai berikut : 

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

pribadi ditetapkan sebagai berikut : 

a) Untuk kepemilikan kendaraan 

bermotor pertama paling rendah 

sebesar 1% (satu persen) dan 

paling tinggi sebesar 2% (dua 

persen) 

b) Untuk kepemilikan kendaraan 

bermotor kedua dan seterusnya, 

tarif dapat ditetapkan secara 

progresif paling rendah sebesar 

2% (dua persen) dan paling 

tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen) 

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

angkutan umum, ambulans, 

pemadam kebakaran, sosial 

keagamaan, lembaga sosial dan 

keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, 

Pemerintah Daerah, dan Kendaraan 

lain yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah, ditetapkan paling 

rendah sebesar 0,5% (nol koma lime 

persen) dan paling tinggi sebesar 1% 

(satu persen). 

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

alat-alat berat dan alat-alat besar 

ditetapkan paling rendah sebesar 

0,1% (nol koma satu persen) dan 

paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma 

dua persen). 

4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor ditetapkan paling tinggi 

masing-masing sebagai berikut : 

a) Penyerahan pertama sebesar 

20% (dua puluh persen). 

b) Penyerahan kedua dan 

seterusnya sebesar 1% (satu 

persen). 

5. Khusus untuk kendaraan bermotor 

alat-alat berat dan alat-alat besar 

yang tidak menggunakan jalan 

umum, tarif pajak ditetapkan paling 

tinggi masing-masing sebagai 

berikut : 
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a) Penyerahan pertama sebesar 

0,75% (nol koma tujuh puluh 

lima persen). 

b) Penyerahan kedua dan 

seterusnya sebesar 0,075% (nol 

koma nol tujuh puluh lima 

persen). 

6. Tarif Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor ditetapkan 

paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). Khusus tarif Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor untuk 

bahan bakar kendaraan umum 

dapat ditetapkan paling sedikit 50% 

(lima puluh persen) lebih rendah 

dari tarif Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor untuk 

kendaraan pribadi. 

7. Tarif Pajak Air Permukaan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 

10%  

8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan 

sebesar 10% (sepuluh persen) dari 

cukai rokok. 

9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling 

tinggi sebesar 10%  

10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan 

paling tinggi sebesar 10%. 

11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 35%  

12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan 

paling tinggi sebesar 25%  

13. Tarif Pajak Penerangan Jalan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 

10%  

14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 25%  

15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling 

tinggi sebesar 30%  

16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan 

paling tinggi sebesar 10%  

17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet 

ditetapkan paling tinggi 10 %. 

18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 

0,3%  

19. Tarif Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 5%. 

 

PAJAK PARKIR 

 

Pengertian Pajak Parkir 

Pajak Parkir adalah keadaan tidak 

bergerak suatu kendaraan yang tidak 

bersifat sementara. Pajak Parkir dipungut 

atas penyelenggaraan tempat parkir di 

luar badan jalan, baik yang disediakan 

berakaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor. 

 

Obyek Pajak 

1. Objek Pajak Parkir adalah 

penyelenggaraan tempat parkir di 

luar badan jalan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor. 

2. Tidak termasuk objek pajak 

sebagaimana dimaksud pada angka 

(1), adalah: 

Penyelenggaraan tempat parkir oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 

penyelenggaraan tempat parkir oleh 

perkantoran yang hanya digunakan 

untuk karyawanya sendiri; 

a. Penyelenggaraan tempat parkir 

oleh kedutaan, konsulat, dan 

perwakilan negara asing dengan 

asas timbal balik; 

b. Penyelenggaraan penitipan 

kendaraan bermotor dengan 

kapasitas sampai dengan 10 

(sepuluh) kendaraan roda 4 

(empat) atau lebih dan kapasitas 

sampai dengan 20 (dua puluh) 

kendaraan roda 2 (dua); 

c. Penyelenggaraan tempat parkir 

yang semata-mata digunakan 

untuk usaha memperdagangkan 

kendaraan bermotor. 
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Subyek Pajak 

Subjek Pajak Parkir adalah orang 

pribadi atau badan yang melakukan 

parkir kendaraan bermotor. 

a. Wajib Pajak 

Wajib Pajak Parkir adalah orang 

pribadi atau Badan yang 

menyelenggarakan tempat parkir. 

b. Dasar Pengenaan Pajak 

1) Dasar pengenaan Pajak Parkir 

adalah sejumlah pembayaran atau 

yang seharusnya dibayar kepada 

penyelenggara tempat parkir. 

2) Jumlah yang seharusnya dibayar 

sebagaimana dimaksud pada 

angka (1) termasuk potongan 

harga parkir dan parkir cuma-

Cuma yang diberikan kepada 

penerima jasa parkir. 

 

Tarif Pajak 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan 

sebesar 20 % (dua puluh persen). 

 

Cara Penghitungan Pajak 

Berdasarkan pokok Pajak Parkir 

yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak yaitu 20% dengan 

dasar pengenaan pajak yaitu jumlah 

pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada penyelenggara tempat 

parkir. 

 

Masa Pajak 

1. Masa pajak adalah jangka waktu 

yang lamanya sama dengan 1 (satu) 

bulan takwim. 

2. Bagian dari bulan dihitung satu 

bulan penuh. 

 

Saat Terutang Pajak 

1. Pajak terutang terjadi pada saat 

penyelenggaraan parkir dengan 

pembayaran. 

2. Dalam hal pembayaran diterima 

sebelum parkir diselenggarakan, 

pajak terutang pada saat terjadi 

pembayaran. 

 

Dikecualikan  

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh 

perkantoran yang hanya digunakan 

untuk karyawannya sendiri 

3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh 

kedutaan, konsulat, dan perwakilan 

negara asing. 

4. Penyelenggaraan penitipan 

kendaraan bermotor dengan 

kapasitas s/d 10 kendaraan roda 4 

atau lebih dan kapasitas s/d 20 

kendaraan roda 2 (dua). 

5. Penyelenggaraan tempat parkir yang 

digunakan untuk usaha 

memperdagangkan kendaraan 

bermotor. 

 

System Pemungutan 

Self Assessment: Wajib Pajak 

diberikan kepercayaan untuk 

menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan sendiri pajak 

yang terutang dengan menggunakan 

SPTPD. 

 

Syarat Pendaftaran dan Kewajiban 

Wajib Pajak 

Syarat Pendaftaran: 

1. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM); 

2. Surat keterangan domisili usaha; 

3. Surat izin instansi yang terkait; 

4. Akte pendirian usaha. 

 

Kewajiban Wajib Pajak 

1. Menyampaikan SSPD & SPTPD 

setiap bulan; 

2. Menggunakan dan melegalisasi 

tiket/karcis. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Metode yang digunakan untuk 

penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dan kualitatif, dimana metode 

kuantitatif digunakan untuk menyajikan 

analisis penelitian dengan angka-angka, 
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sedangkan metode kualitatif digunakan 

untuk menjelaskan hasil analisis 

kuantitatif. 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian analisis deskriptif, artinya hasil 

yang diperoleh akan disampaikan dengan 

apa adanya dan tanpa memberikan 

penilaian terhadap hasil penelitian. 

Pertama kali adalah dengan mengadakan 

pengumpulan data-data sesuai dengan 

penelitian diantaranya sejarah 

perusahaan, struktur organisasi, laporan 

keuangan perusahaan tahun yang telah 

berjalan, sedang berjalan yang kemudian 

dianalisa. 

Dari analisa tersebut, maka akan 

dapat diprediksi keadaan keuangan pada 

masa yang akan datang dimana 

perusahaan akan menghadapi perubahan 

yang menguntungkan. 

 

METODE PENGUMPULAN DATA 

 

Untuk dapat mengetahui gambaran 

yang sesungguhnya dari obyek 

penelitian, maka diperlukan suatu data 

yang baik dan tepat. Data yang tidak 

sesuai dengan keadaannya akan 

menyebabkan resiko bagi pembuatan 

keputusan. Data-data tersebut hendaknya 

akurat dan sesuai dengan kenyataan yang 

terjadi dan bukanlah merupakan data 

rekaan. Akan tetapi hal ini sering terjadi 

adanya kesalahan data, karena itu 

pencarian data dibuat dengan 

klasifikasinya yaitu data menurut sifatnya 

terbagi menjadi data kualitatif, yaitu data 

yang tidak dalam bentuk angka, antara 

lain tentang sejarah organisasi 

perusahaan, struktur organiasasi dan 

sebagainya, dan data kuantitatif, yaitu 

data yang berbentuk angka. Dalam hal ini 

adalah semua laporan keuangan lembaga, 

diantaranya neraca, laporan rugi laba dan 

data lain yang mendukung. 

 Pendekatan untuk memperoleh 

data dan informasi yang dibutuhkan 

adalah dengan studi kepustakaan  dan 

mengkaji pedoman-pedoman yang 

digunakan perusahaan dari pengamatan 

langsung pengamatan secara sistematik 

dengan pihak yang terkait. Adapun 

struktur organisasi dapat dilihat dari 

gambar sebagai berikut : 

 
Gambar 1 

Struktur Organisasi 

PT. Pradana Energi Gimilang 

 
 
Sumber: PT. Pradana Energi Gemilang 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil Penelitian yang 

Penulis lakukan pada PT. Pradana Energi 

Gemilang, Penulis mendapatkan 

beberapa informasi atas kegiatan 

transaksi yang dilakukan oleh                  

PT. Pradana Energi Gemilang sebagai 

pihak penyelenggara parkir pada 

Universitas Muhammadiyah Jakarta. 
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Penghitungan Pajak Parkir Pada             

PT. Pradana Energi Gemilang        

Tahun 2017 
Tabel 1 

Penghitungan Pajak Parkir 

 
 

Dapat dilihat pada Tabel 1 diatas 

terhadap Penghitungan Pajak Parkir pada 

PT. Pradana Energi Gemilang bahwa PPh 

terutang Masa Pajak Bulan Januari 

sampai dengan Desember Tahun 2017 

didapatkan atas penghitungan dengan 

tarif 25% (dua puluh lima persen) dengan 

dikalikan terhadap DPP sebagaimana 

jumlah pendapatan yang diterima atas 

jasa penyelenggaraan parkir. 

 

Pelaporan Pajak Parkir Pada             

PT. Pradana Energi Gemilang      

Tahun 2017 
Tabel 2 

Pelaporan Pajak Parkir 

 

Dalam melakukan pelaporan Pajak 

Parkir PT. Pradana Energi Gemilang 

melakukan pelaporan kewajiban pajak 

daerahnya secara online dengan 

menggunakan Sistem e-SPTPD 

sebagaimana mestinya. 

 

Penyetoran Pajak Parkir Pada                 

PT Pradana Energi Gemilang         

Tahun 2017 
Tabel 3 

Penyetoran Pajak Parkir 

 
 

PT. Pradana Energi Gemilang 

melakukan penyetoran Pajak Parkirnya 

melalui Bank persepsi yang telah 

dituntuk oleh Walikota Tangerang 

Selatan yaitu Bank BJB dengan 

sebagaimana mestinya. 

 

PEMBAHASAN 

 

Mekanisme Penghitungan Pajak 

Parkir tahun 2017 menurut Peraturan 

Daerah pada PT Pradana Energi 

Gemilang 

Berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah tarif Pajak 

Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh 

lima persen). Dasar pengenaan Pajak 

Parkir adalah jumlah pembayaran atau 

yang seharusnya dibayar kepada 

penyelenggara tempat parkir. Jumlah 
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yang seharusnya dibayar dibayar 

termasuk potongan harga parkir dan 

parkir Cuma-Cuma yang diberikan 

kepada penerima jasa parkir. Pajak Parkir 

yang terutang dipungut diwilayah daerah 

tempat parkir tersebut diselenggarakan 

dengan Masa Pajak adalah 1 (satu) bulan 

kalender. 

Contoh Penghitungan Pajak Parkir 

pada masa Januari 2017 adalah sebagai 

berikut: 

PT. Pradana Energi Gemilang 

sebagai pihak jasa penyelenggara parkir 

yang memungut Pajak Parkir di 

Universitas Muhammadiyah Jakarta 

dengan Jumlah Pendapatan atau Omset 

Parkir pada bulan Januari adalah sebesar 

Rp. 28.717.150,- dengan tarif yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 25% (dua puluh 

lima persen) maka Pajak 

Penghitungannya adalah :  

 

 

 

 

 

Maka Pajak Parkir yang terutang 

oleh PT. Pradana Energi Gemilang untuk 

masa Januari adalah sebesar                     

Rp. 7.179.288,-.  

 

Mekanisme Pelaporan Pajak Parkir 

tahun 2017 menurut Peraturan 

Daerah pada PT Pradana Energi 

Gemilang 

PT. Pradana Energi Gemilang 

melaporkan Pajak Parkir kepada bupati 

atau walikota, dalam praktik sehari-hari 

adalah Kepada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten atau Kota Tangerang Selatan. 

Pelaporan tersebut dilakukan secara 

online yaitu dengan Elektronik Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah yang 

disingkat eSPTPD. e-SPTPD (Elektronik 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 

adalah suatu sistem aplikasi yang 

dibangun berbasis Android yang tersedia 

di Play Store, ditujukan sebagai sarana 

Wajib Pajak untuk melaporkan 

kewajiban pajak daerahnya secara real 

time dengan sistem Informasi 

Manajemen Pajak Asli Daerah 

(SIMPAD) yang sudah berjalan di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Tangerang 

Selatan. 

Adapun langkah – langkah untuk 

dapat mengakses menu – menu pada 

layanan e-SPTPD, adalah sebagai 

berikut:  

a) Login terlebih dahulu. Masukan 

username dan Password anda pada 

form yang telah disediakan. 

Kemudian klik tombol “Login”. Jika 

Username dan Password yang anda 

masukan benar, anda akan masuk ke 

menu di aplikasi e-SPTPD dan jika 

username atau password anda salah 

maka aplikasi akan menampilkan 

pesan kesalahan “User Tidak 

Ditemukan”. Login ini merupakan 

langkah pengamatan standar dari 

aplikasi untuk menjaga agar tidak 

sembarang user dapat 

mengaksesnya, kecuali user sudah 

memiliki user id dan password dari 

pihak admin. 

b) Pada halaman utama terdapat 

periode tahun pajak beserta daftar 

pajak sesuai akun yang digunakan 

pada saat login. Kemudian klik pada 

kolom tahun makan akan 

ditampilkan daftar tahun yang 

tersedia lalu pilih salah satu tahun 

beserta daftar pajaknya. 

c) Setelah keduanya terpilih maka akan 

muncul tampilan Daftar Pajak yang 

menampilkan daftar SPTPD yang 

telah diisi atau didaftarkan berupa 

Periode Pajak, Omset, Tarif, Pajak 

yang dibayar, Nomor Bayar dan 

status SPTPD. 

d) Untuk menambahkan SPT klik tanda 

“+” yang terletak pada pojok kanan 

bawah daftar pajak SPTPD, maka 

akan tampil form e-SPTPD yang 

berupa Nama Wajib Pajak, Periode, 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, 

Nomor Objek Pajak Daerah, Omset, 

 

25%  x  Rp. 28.717.150  =  Rp. 7.179.288 
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Tarif, dan Pajak yang terutang. 

Kemudian pilih periode pajak 

terlebih dahulu maka form isian 

lainnya akan terisi secara otomatis. 

Wajib Pajak hanya perlu mengisi 

isian Omset saja. 

e) Setelah omset diisi kemudian klik 

tombol “Next>>” maka akan 

berlanjut ke form untuk mengupload 

lampiran/ attachment. 

f) Upload attachment dapat dilakukan 

dengan cara klik tombol “Tambah 

File” maka akan menampilkan 

beberapa opsi berupa Foto Kamera, 

Galeri Foto, PDF File dan Dokumen 

File. Kemudian klik tombol 

“Selesai” maka data akan tersimpan 

dalam daftar pendataan/table 

transaksi atau klik “Kembali” untuk 

kembali ke form sebelumnya.  

g) Untuk mencetak SPTPD sebagai 

tanda bayar di BANK pilih salah satu 

daftar pajak yang ingin dicetak 

kemudian klik “Cetak SPTPD” maka 

akan tampil SPTPD yang ingin 

dicetak. 

 

Pencetakan SPTPD tidak 

diwajibkan karena saat Wajib Pajak telah 

melaporkan omsetnya maka artinya 

SPTPD sudah terlapor. Wajib Pajak 

hanya membutuhkan Nomor Bayar yang 

tertera pada SPTPD untuk melakukan 

pembayaran ke Bank yang telah ditunjuk 

oleh pemerintah. Oleh karena itu tanggal 

diterima yang ada pada SPTPD PT. 

Pradana Energi Gemilang adalah tanggal 

dimana Wajib Pajak mencetak SPTPD 

tersebut. 

 

Mekanisme Penyetoran Pajak Parkir 

tahun 2017 menurut Peraturan 

Daerah pada PT Pradana Energi 

Gemilang 
Pembayaran pajak dilakukan pada 

kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk 

walikota sesuai waktu yang ditentukan 

dalam Surat Pemberitahuan Tagihan 

Pajak Daerah. Dalam hal Penyetoran atau 

Pembayaran Pajak Parkir PT.Pradana 

Energi Gemilang dilakukan dengan cara 

Transfer antar Bank. Bank persepsi yang 

telah ditunjuk oleh walikota Tangerang 

Selatan yaitu Bank BJBdengan 

menggunakan Nomor Bayar yang 

didapatkan pada saat Wajib Pajak 

melaporkan Omset Pajak Parkir yang 

tertera pada SPTPD. setelah melakukan 

penyetoran maka Wajib Pajak akan 

mendapatkan bukti pembayaran atau 

SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). 

SSPD yang didapat oleh Wajib Pajak 

kemudian dilakukan Validasi dengan 

datang ke kantor Badan Penerimaan 

Daerah kota Tangerang selatan. 

  
Tabel 4 

Penghitungan, Pelaporan dan  

Penyetoran Pajak Parkir 

 
Sumber : PT. Pradana Energi Gemilang 

 

Berdasarkan Tabel 4 Penghitungan, 

Pelaporan  dan  Penyetoran Pajak Parkir 

diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya 

telah sesuai dengan Peraturan Daerah 

yang berlaku. PT. Pradana Energi 

Gemilang pada masa Januari sampai 

dengan Desember 2017 mengalami 

pendapatan yang tidak stabil. Pendapatan 

paling tinggi terdapat pada masa Oktober 

2017 yaitu sebesar Rp. 46.289.250.- dan 

pendapatan paling rendah terdapat pada 

masa Januari 2017 sebesar                    
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Rp. 28.717.150.-untuk Pelaporan Omset                               

PT. Pradana Energi Gemilang untuk 

masa Januari sampai dengan Desember 

2017 selalu tepat waktu karena dapat 

dilihat dari tanggal penyetoran yang tidak 

pernah melewati tanggal jatuh tempo 

penyetoran, dan pada saat penyetoran 

Pajak Parkir PT. Pradana Gemilang 

untuk masa Januari sampai dengan 

Desember 2017 tidak pernah mengalami 

keterlambatan. 

 

KESIMPULAN & SARAN 

 

Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Penghitungan Pajak 

Parkir tahun 2017 pada                        

PT. Pradana Energi Gemilang sudah 

sesuai dengan peraturan Walikota 

Tangerang SelatanNomor 64 Tahun 

2011 tentang Tata 

CaraPengelolaanPajakDaerah Non 

PBB dan BPHTB. 

2. Pelaksanaan Pelaporan Pajak Parkir 

tahun 2017 pada PT. Pradana Energi 

Gemilang sudah dilakukan dengan 

mekanisme yang benar dan sudah 

sesuai dengan peratutan yang 

berlaku. 

3. Pelaksanaan Penyetoran Pajak Parkir 

tahun 2017 pada PT. Pradana Energi 

Gemilang dilakukan dengan tepat 

waktu dan telah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

 

Saran 

1. Perlunya penjabaran lebih luas untuk 

penghitungan pendapatan atau omset 

setiap harinya, seperti membedakan 

jumlah pendapatan yang diperoleh 

dari kendaraan roda dua dengan roda 

empat, serta membedakan 

penghitungan pendapatan bagi kartu 

yang hilang. 

2. Mempertahankan kepatuhannya 

dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan khususnya saat pelaporan 

omset Pajak Parkir. 

3. Mempertahankan kepatuhannya 

dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan khususnya saat 

penyetoran Pajak Parkir agar 

terhindar dari sanksi keterlambatan 

penyetoran yang telah ditetapkan dan 

guna membantu pemerintah dalam 

mengoptimalkan penerimaan Pajak 

Parkir. 
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